BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Gorontalo telah melakukan
penanganan pelanggaran pemilu dengan cara pencegahan dan penindakan
terhadap pelanggaran Money Politik pada pemilihan calon anggota
legislatif dengan menindak lanjuti laporan dari masyarakat, selain itu juga
menindak lanjuti temuan pelanggaran Money Politik calon anggota
legislatif yang merupakan hasil pengawasan Bawaslu sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 454 Undang -undang Nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum. Adapun kasus praktik pelanggaran Money Politik yang
di tangani Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu
sebanyak 51 kasus yang terdiri dari 26 laporan dan 25 temuan dugaan
Money Politik. Kemudian dari 51 kasus, yang diregistrasi sebanyak 46
kasus. Dan yang diberhentikan sebanyak 32 kasus serta yang diteruskan
ketahap penyidikan sebanyak 14 kasus. Dari 14 kasus yang diteruskan 6
kasus diberhentikan dengan SP3 sedangkan 8 Kasus diputus Inkrah oleh
pengadilan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran Money Politik.

2. Adapun Faktor yang menjadi kendala Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten/Kota terkait penanganan pelanggaran Money politik Pada

Pemilu Legislatif di wilayah Provinsi Gorontalo yaitu sebagai
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Berikut: (1) Faktor Perundang-undangan; (2) Faktor Sumber Daya
Manusia; (3). Faktor Tidak Terpenuhinya Syarat.

Konsep penanganan pelanggaran yang ideal dalam melakukan penanganan
pelanggaran Money Politik yaitu sebagai berikut: pertama, Merevisi pasal
280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dengan
merubah redaksi kalimat dari “Pelaksana, Peserta Atau Tim Kampanye”
menjadi “Setiap Orang”; kedua, Diatur pula syarat dan ketentuan calon
anggota Bawaslu yang memiliki kompetensi dibidang hukum serta berlatar
belakang disiplin llmu Hukum; ketiga, Dilaksanakanya pendidikan politik
kepada masyarakat yang melibatkan Partai Politik, Bawaslu, KPU,
Kejaksaan, Dan Polri; keempat. Menambah waktu penanganan
pelanggaran Money Politik oleh Bawaslu agar penanganan pelanggaran

dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan penanganan Bawaslu

Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 terhadap

Penanganan pelanggaran Money politik, maka peneliti dapat memberikan

saran yaitu sebagai berikut:

1.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Mewujudkan pemimpin yang amanah dan berintegritas tentunya
lahir dari pemilihan yang bebas dari Money Politik, sehingga peran
Pemerintah Republik Indonesia sangat penting dalam melakukan

pembenahan regugulasi pemilu dalam upaya menanggulangi serta
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memberantas maraknya paraktik money politik dalam pemilihan Legislatif.
Karenanya sebagai penentu kebijakan tertinggi dipandang perlu untuk
lebih mempertegas lagi sanksi terhadap pelaku pelanggaran Money Politik
agar memberikan efek jera bagi para pelaku.
Untuk Dewan Perwakilan Rakyat Rl

Mencegah terjadinya Money Politik, peran Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai pembuat peraturan
perundang-undangan sangatlah penting. Hal itu dapat dilakukan dengan
cara merevisi Undang-undang yang mengatur terkait Money Politik agar
lebih dipertegas baik sanksi adminstrasi maupun sanksi pidana. Selain itu
terkait batasan Subjek hukum sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal
280 ayat 1 agar di rubah menjadi “setiap orang” agar penanganan
pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu bisa efektif.
Untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo

Melakukan Penanganan Pelanggaran maupun pencegahan
perbuatan Money Politik pada pemilihan Legislatif Tahun 2019. Peran
Bawaslu sangatlah penting, akan tetapi dalam upaya pencegahan dan
penindakan pelanggaran pemilu harus juga melibatkan peran serta
masyarakat secara luas. Karena penanaganan pelanggaran pemilu akan
berjalan dengan baik apabila masyarakat juga ikut serta berperan dalam
mencegah terjadinya Money Politik. Selain itu selama proses pemilihan
Legislatif pihak bawaslu juga tak henti-hentinya melakukan edukasi

kepada masyarakat terkait bahayanya.
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4. Untuk Masyarakat Provinsi Gorontalo
Suksesnya pemilihan Legislatif yang bebas dari Money Politik
bukan hanya tugas dari pihak pemerintah atau Bawaslu melainkan
masyarakat juga harus memiliki kesadaran hukum terkait dengan larangan
untuk melakukan perbuatan Money Politik. Karena mengingat bahaya dari
perbuatan politik uang pada perkembangan daerah dan maraknya korupsi
yang dilatar belakangi oleh calon yang pada masa pencalonanya banyak
mengeluarkan uang untuk membeli suara dari masyarakat. Sehingga
kesadaran masyarakat terhadap larangan melakukan Money Politik itu
sangat penting.
5. Untuk peneliti selanjutnya berkaitan dengan penanganan pelanggaran

Money Politik pada pemilihan Legislatif yaitu;

a. Melakukan penelitian dan wawancara yang lebih dalam secara
kualitatif kepada narasumber agar dapat diperoleh data yang dapat
dianalisis dengan tepat

b. Melakukan sebuah analisis secara lebih detail program yang telah
dilaksanakan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)
berkaitan dengan penanganan pelanggaran Money Politik pada
pemilihan Legislatif

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang
membaca penelitian ini serta dapat menambah referensi bagi

perkembanagn ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait dengan
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penanganan pelanggaran Money Politik pada pemilihan Legislatif oleh

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

Aamiin...
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